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Abstrak
 

Hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan demikian seorang tersangka/terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka/terdakwa dari

kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam

peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka/terdakwa dapat terjadi baik secara normatif maupun

secara empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak

hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak tersebut. Oleh karena itu masalah penelitian adalah :

1. Apkah terdapat kesenjangan hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP?.

2. Bagaimana kesenjangan hukum secara empiris hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan

pidana di Propinsi Lampung?.

3. Pada tingkat proses peradilan manakah kesenjangan hak tersangka/terdakwa paling banyak terjadi.

Penelitian normatif dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan hakhak tersangka/terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan

pidana di wilayah Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung, menghasilkan data bahwa secara normatif dan

empiris terdapat kesenjangan mengenai hak tersangka/terdakwa baik dalam KUHAP maupun dalam

pelaksanaan penerapan hak tersebut.

Kesimpulan kesenjangan hak tersangka/terdakwa secara normatif, karena tidak konsisten perumusan hak

yang ada dalam KUHAP. Hal lain adalah disebabkan penggunaan bahasa yang tidak jelas dalam rumusan

hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum

maupun dari pencari keadilan terhadap hak tersangka/terdakwa. Kesenjangan hak-hak tersangka terdakwa

secara empiris terjadi dalam seluruh tahap pemeriksaan peradilan pidana baik pemeriksaan penyidikan,

pemeriksaan penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Kesenjangan yang paling banyak terjadi

dalam pelaksanaan penerapan hak-hak tersangka/terdakwa terjadi pada proses praadyudikasi.

Saran yang diajukan adalah :

1. Mengurangi atau menghilangkan kesenjangan secara normatif mengenai hak tersangka/terdakwa dengan

mengadakan peninjauan kembali KUHAP.

2. Meningkatkan kemampuan profesional para penegak hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat

pencari keadilan secara memadai.

3. Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dalam proses peradilan pidana dengan

menumbuhkembangkan sikap batin antara penegak hukum untuk menghargai dan melaksanakan secara

benar hak-hak tersangka/terdakwa sebagai komitmen terhadap negara hukum dan negara demokrasi.

......It is understood that the rights of the suspect/ accused in the KUHAP are parallel with the

declaration/acknowledgement of human right. Based on that a suspect/accused should not be considered
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guilty before it is officially decided as a final verdict. Protection of the suspect/accused from law

enforcement officials cruelty in conduction their duties and authorities should be established in criminal

justice. However, discrepancy between rights of the suspect/accused could occur bath normatively as well as

empirially due to unclear formulation of law or perception differences on that right between law

enforcement officials and justice seekers.

Therefore, the problems of this research are :

1. Is there any discrepancy within the rights of the suspect/accused in the KUHAP?.

2. How is law discrepancy of the rights of the suspect/ accused within the process of criminal law in

Lampung empirically?.

3. In what level of law process is the discrepancy of right of the suspect/accused mostly occured?.

Research is carried out normativelly toward regulation of laws concerning rights of the suspect/accused, law

enforcement officials, as well as justice seekers within the process of criminal law in Lampung Provincial.

High Court shows that both normatively and empirically there are discrepancies concerning the rights both

in the KUHAP and in the implementation of the establishment of rights. It can be concluded that

normatively the discrepancy of the rights in the KUHAP. The unclarity of the language used in the

formulation of the rights in the KUHAP also causes various perceptions among law enforcement officials

and justice seekers concerning the rights.

Discrepancies of rights of the suspect/accused emprically occures within all the stages of crimial justice

investigations, in spot/close investigations, prosecutions, and hearings. The greatest number of discrepancies

concerning the implementation of the establishment of rights of the suspect/accused occur during the

prejudiciary process.

To overcome the situation some suggestions are recommended, namely :

1. Decreasing or eliminating the discrepancies concerning rights of the suspect/accused normatively by

reevaluating the KUHAP.

2. Increasing the professional skills of the law enforcement officials, and the law awareness of the justice

seekers' society appropriately.

3. Establishing integrated criminal justice system within the criminal justice process by developing a certain

inner attitude among the law enforcement officials which respects and is willing to establish correctly rights

of the suspect/accused as a commitment toward a lawful and democratic country.


